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mempertimbangangkan aspek keadilah antara pemberi dan  pencrima
pclayanan publik.

Menurut  Supriyanto  (2009:267) menyatakan bahwa  kualitas
pclayanan publik dapat dicapai melalui 5 (lima) dimensi yaitu tangible,
empuathy, responsiviness, reliability dan assurance. Tangible berkaitan
denpan sarana dan prasarana atau fasilitas yang harus tersedia. Fmpathy yakni
sifat tegas tetapi penuh dengan perhatian. Responsiviness yaitu kesanggupan
sccara tepat dan tepat serta langgap terhadap keluhan masyarakat yang ingin
mendapatkan layanan. Reliability yaitu kemampuan dan keandalan yang
terpercaya dan Assurance yaitu memberikan jaminan dan keramahan
pcnyedia layanan.

Untuk menilai kualitas pelayanan publik, menurut Ndraha (2005:167)
menjelaskan bahwa dalam kondisi no choice sector publik, tolak ukur
penilaian kualitas bukan kepuasan tetapi pengertian {understanding
verstehen), penerimaan (legitimasi) dan kepercayaan (yang bersumber dar
pengetahuan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelayanannya jelas
dan faktual, saya tau maka saya percaya) konsumer.

Seclanjutnya Ndraha (2005:19) dalam hal dimensi kuahitas pelayanan
publik mengemukakan sebagai berikut :

a) Keortentasian kepada kcbutuhan masyarakat

b) Kesesuaian dengan ekspcktasi

¢) Tingkat distribusi (keadilan dan pemerataan)

d) Keistimewaan (tak memihak efisien,hemat terbuka dan kebersamaan)

¢} Tingkat percaya (frust) yang dilayani

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43204.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44.12204.pdf

akurat, 3) Responsivenees. yaitu kemampuan kerclaan untuk menolong pengguna
layanan dan menyclenggarakan pelayanan secara ikhlas, 4) Assurance, atau
kepastian yaitu pengctahuan dan kemampuan petugas penyedia layanan datam
memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan, 5) Empathy, yaitu
kemampuan memberikan Jayanan perhatian kepada pengguna layanan secara
individual.

Dan beberapa indikator pelayanan publik yang tawarkan olch para ahl:
terscbut diatas, maka indikator pelayanan publik yang dijadikan acuan dalam
mendeskripsikan  dan menganalisis implementasi pelayanan dan kualitas
pelayanan publik dalam penelitian im1 adalah prinsip-prinsip pelayanan menurut
Zeithaml (1990:26) yattu : 1} Realibility, 2) Responsivenees, 3) Assurance dan 4)
Empati.

5. Standar Pelayanan Publik

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur teknis sebagai
representasi pelayanan pemerintah harus memenuht kualifikasi standar pelayanan
yang memadai sehingga menciptakan pclayanan prima dalam parametcr pubhk.
Pelayanan kepada masyarakat harus dimaksimalkan dengan melibatkan tenaga
teknis profesional pemerintah yang menguasai dan mampu melaksanakan fungsi
pelayanan tersebut dengan teliti dan akurat.

Seiring dengan perkembangan pelayanan di berbagai negara, khususnya di
indonesia, terdapat beherapa alasan sehingga ncgara mendelegasikan fungsi
pelayanan kepada birokrasi profesional yaitu : (1) adanya kegagalan mekanisme
pasar yang diwujudkan dalam bentuk monopoli, skala ekonomi dan ketimpangan

informasi, (2) pelayanan yang disediakan oleh pasar tidak berlangsung dengan
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baik dan efisien karena adanya barang-barang publik yang dapat di nikmati pada
saat yang bersamaan olch orang lain tanpa mempertimbangkan perannya dalam
penyediaan barang publik tersebut, adanya eksternalilan yaitu manfaat dan
kerugian dari suatu kegiatan produksi tak di perhitungkan dalam penetapan harga
sehingga pelaku bisnis tidak tertarik untuk menyclenggarakan pelayanan publik,
(3) pertimbangan tindakan publik dalam rangka menghindari kemungkinan
masyarakat dirugikan olch pelayanan yang diberikan pasar yang acap kali
kepentingannya dengan kepentingan publik.

Jenis dan karakteristik pelayanan persyaratan informasi, persyaratan
normatif dan tingkat kepercayaan organisasi jaringan dapat digunakan scbagai
pedoman dalam menentukan apakah organisasi pelayanan publik dikelola oleh
swasta alau negara (organisasi publik). Pelayanan yang diberikan oleh hirokrasi
publik mesti di iringi oleh peraturan pemerintah, pengaswasan dan akuntabilitas,
karena lanpa adanya akuntabilitas, kontrol, dan peraturan yang mengikat di
khawatirkan birokrasi publik tidak dapat berjalan dengan baik.

Menurut Meter dan Horn (Subarsono, 2008). ada enam variabel yang
mecmengarubi  kinerja implementasi. yakni : Standar dan sasaran kecbijakan,
Sumber daya, Hubungan antar Organisasi, Karesteristik agen pelaksana, dan
kondist Sosial ekonomi dan politik.

Kebijakan scbagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusuikan
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana
terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan
tcrbadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan terscbut dalam rangka mencapai

tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan
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perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari
definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang
sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan
pada suatu masalah. (Federick dalam Agustino, 2008:7).

Berdasarkan  pendapat  berbagai ahli tersebut di atas maka dapat
disimpulkan bahwa kebijakan adalab tindakan-tindakan atau kegiatan yang
sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau
pemcrintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan
diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Kebijakan publik sebagai “is whatever government choose io do or not to
do " (apapun yang dipilib pcmerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).
Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan
“tindakan™ dan bukan merupakan pcmyataan keinginan pemerintall atau pejabat
publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang
sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Dye (dalam Islamy.
2009:19)

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa
kebijakan publik adalab scrangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna
memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan
untuk melakukan sesuatu biasanya terfuang dalam ketentuan-ketentuan atau
peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat

yang mengikat dan memaksa.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43204.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43204.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43204.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43204.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



§1204.pdf

Golongan rctribusi IMB di tentukan saat setelah dilakukan pemeriksaan lapangan,
sudah dilakukan dengan baik. Tata cara pelaksanaan pemunputan retribusi IMB
sudah baik. Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB di Kecamatan Tenggarong
dilakukan dengan baik.

Faktor penghambatnya dari terbatasnya dana operasional untuk melakukan
sosialisasi, kesadaran masyarakat masib rendah, masyarakat menutup diri
terhadap informasi tentang IMB dan di daerah Tenggarong. penduduk memiliki
IMB sangat minim, rumah sebagian masyarakat sifatnya semi permanen tidak
memiliki IMB, kurangnya sosialisasi tentang Perda yang mengatur mengenai
IMB. berkenaan dengan dana operasional, petugas lapangan dalam melaksanakan
penertiban IMB belum mencukupi,

Sedangkan faktor pendukungnya Kketersediaan sarana pendukung,
Kecamatan selalu sosialisasi tentang IMB, meningkatkan pengawasan, terciplanya
pemanfaatan ruang dan tata bangunan sesuai dengan RTBL, adanya sanksi
pembongkaran dengan teguran secara tertulis berturut-turut
maksimal 3 kali dan jangka waktu teguran 2 hari kerja setiap teguran. Sebaiknya
Kccamatan Tenggarong melakukann pengajuan dana dengan instansi yang terkait
untuk mengatast masalah dana operasional untuk sosialisasi mengenai masalah
IMB. Kecamatan Tenggarong lebih melakukan pengawasan IMB dan sosialisasi
Peraturan Daerah yang mcngatur IMB dan masyarakal daerah Kecamatan

Tenggarong yang rumahnya bersifat semi permanen barus memiliki IMB.,
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Mamasa atau bentuk aksi nyata dalam menjalangkan rencana yang

telah dirancang dengan matang sebelumnya.

L

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman
dan dasar rencana dalam pelakasanaan peneriblan IMB di kabupaten
Mamasa dan cara bertindak.

4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pelayanan adalah segala bentuk jasa pelayanan pemenuhan penerbitan
IMB masyarakat mamasa, baik dalam bentuk barang publik maupun
jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam
rangka upaya pemenuhan penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa,

6. IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah [Jacrah

Mamasa kcpada pemilik bangunan untuk membangun baru.

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan

sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan
tatanan tertentu sehingga tercipta keterliban, keamanan, kesclamatan,
kenyamanan. sekaligus kepastian hukum yang diatur pada pasal 5 ayat

1 Perda 7 Tahun 2009,
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BAB IT1
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (Ahmadi (2005),
Newman and Carolyn R.Benz (1988). Metode penelitian menghasilkan data
berupa kata, tindakan yang dapat diamati dart subyek 1tu sendiri. Juga data di
peroleh langsung dart dokumentasi implementasi kebijakan pemerintah dalam

pelayanan penertiban IMB di Kabupaten Mamasa.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengungkap latar alamiah yang
terjadi pada implementasi kebijakan pemerintah dalam pelayanan penertiban
IMB di Kabupaten Mamasa. Data diperoleh secara alamiah di lokasi
penclitian. Data alamiah tersebut berasal dan hasil ungkapan langsung
masyarakat sebagai subyck di lapangan, hal mana data kualitatif tersebut
berkembang, oleh penulis dibuatkan seperangkat pertanyaan dalam bentuk
pedoman wawancara. Penulis menguraikan rentetan perkembangan peristiwa.
melalui observasi maupun lewat interaksi yang dibangun penulis dengan
warga setempat.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Satuan berikutnya dipilih untuk memperiuas informasi yang telah
diperoleh sebelumnya sehingga dapat menggabungkan semua informasi yang
telah ditemui. Dari siapa atau dari mana dimulai tidak menjadi persoalan bagi
penulis, tetapi bila hal itu telah berjalan maka pemilihan berikutnya
bergantung pada apa keperluan penulis. informan ditetapkan di lapangan atas
prinsip kejenuhan informasi. Bila dengan informan yang telah diambil. ada

informasi yang masih diperlukan, mencart lagi informan yang diperkirakan

56
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mempunyat informasi yang masih dibutuhkan untuk pengembangan tulisan,
sebaliknyva bila dengan menambah informan hanya diperoleh informasi yang
sama, berarti jumlah informan sudah cukup, karena informasinya sudah
memadai. Secara perseorangan dalam satuan kajian sudah penulis ketahui,
sehingga pcngumpulan data dipusatkan di sekitar satuan kajian tersebut.
Kriteria menentukan subyek penclitian (informan), sebagai berikut.

1. Informan yang menguasai atau memahami penyelenggaraan penerbitan
IMB, sehingga tradisi tersebut bukan sekedar diketahuinya, melainkan
juga dipahaminya.

2. Informan tersebut pernah berkecimpung atau masih berkecimpung atau
terlibat pada kegiatan yang akan diteliti.

3. Informan itu bersedia atau mempunyai waktu untuk dimintai informasi
terkait penelitian.

4. informan tersebut, awalnya masih asing dengan penulis, untuk kemudian
bisa menerima penulis dalam suasana kekcrabatan schingga dapat
dijadikan narasumber.

5. Penulis  menggabungkan informan dengan menganalisis  kejadian
menurut perspektif mereka dan memilih informan yang menggunakan
teort partisipatif.

Sumber data dalam penclitian di sesuaikan dengan fokus penelitian,
dimana informan sumber data dipilih dan mengutamakan perspektif emic.
Artinya. mementingkan pandangan informan yakni bagaimana kebijakan
pemerintah daerah dalam pelayanan penertiban IMB di Kabupaten Mamasa.
Menurut Saifuddin (2006:91) bahwa“.. kerja emik mencapai tingkat tertinggi
tatkala mengangkat informan native pada status penilai tertinggi bagi
kecukupan deskripsi dan analisis pengamat”. Sesuai dengan fokus penelitian,

maka sumber data yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sumber
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data penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan tindakan, (2) sumber
tertulis, dan (3) foto, untuk jelasnya dapat di lihat pada teknik pengumpulan

data.

C. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian ini adalah penulis sendini, dengan kemampuan
yang dimilikinya berupa kemampuan belajar dan mengambil keuntungan dari
pengalaman dan pengetahuan yang dipcrolehnya di lapangan. Penulis
sebagai manusia dipercaya menjadi instrumen, bukan berarti penulis hanya
membawa dirinya sendiri ke lapangan. Bagaimana pun penulis memerlukan
alat lain scbagai penunjang penelitian berupa pedoman wawancara, alat tulis
(pulpen), Kkertas, serta alat berupa dan tustel guna mengambil gambar (foto),
yang berhubungan dengan obyek penelitian, kesemuanya dimanfaatkan oleh
penulis dalam penelitian untuk pclaksanaan pengumpulan data penelitian
di lapangan,
selaku perencana, pelaksana, analis dan penafsir data dan sekaligus
menjadt pelapor penulisan akhir dalam penelitian ini.
Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai
berikut:

1. Mcningkatkan kepekaan dcngan cara membangun rappor! yang
dilakukan melalui interaksi terhadap scgala isyarat pribadi di lingkungan
tempat penelitian. Dalam hal ini penulis memaknai berbagai kebijakan
pemerintah dalam penerbitan IMB

2. Penulis dengan pengetahuan dasarnya, mengembangkan kesadarannya
sedemikian rupa terhadap situasi di luar pengetabuan yang dimiliki

sebelumnya, juga memberikan simpati-simpati yang tidak terucapkan
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yang diharapkan memberikan kedalaman dan kekayaan pada pemahaman
penulis dalam setting-setting sosial di lapangan.

3. Penulis sebagai instrumen memproses data yang ditemukan di lapangan
setelah  data  tersebut  tersedia atau  mencukupi, dan selanjutnya
mengklarifikasikan temuan data yang ada kcpada informan untuk koreksi
dan penguatan.

4. Penulis membuat catatan selama di lapangan yang dituangkan dalam
buku harian (log hook), dalam bentuk catatan perjalanan tesis (S2) yang
memudahkan penulis untuk mencopi paste hasil wawancara yang diketik
tiap hari dalam catatan perjalanan terscbut untuk kemudian disajikan
dalam penyajian disertasi dengan berbagai pengeditan terlebih dahulu,
hingga memudahkan penulis, mengemhangkan tanggal pengamatan
(hasil obscrvasi), wawancara dan menganalisis temuan-temuan data
berupa dokumen dari arsip daerah Kabupaten Mamasa, yang kemudian
dipilah-pilah dan dimasukkan dalam penyajian akhir tesis.

5. Penulis melakukan penulisan sekaligus mencermati dan menyelidiki
respon-respon yang telah ditemukan mulai dan awal penelitian  hingga

selesainya penelitian.
D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Selanjutnya penulis lebih aktif mewawancarai subyek (informan), seperti
panitia penerbitan IMB, kemudian mengembangkan hubungan-hubungan yang
aktif di antara mereka, tentang awal kebijakan pemerintah, kemudian di
berbagai situasi dapat segera pindah ke banyak keterlibatan. Observasi

dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek yang diperlukan, dengan
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memperhatikan: (1) is1 pengamatan, (2) mencatat pengamatan: kapan waktu
pencatatan dan kapan mengamati obyek penclitian. (3) menjalin hubungan
antara pengamat

Daftar pedoman wawancara yang dihuat discsuaikan dengan observasi
umum yang divisualisasikan di lokasi penelitian, observasi dimulai dari
observasi umum penclittan secara pgeografis. topografi, kondisi penduduk
setempat, mata pencaharian utama penduduk dan kcbiasaan schari-hari, juga
kegiatan ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana yang ada hingga
bertumbuhnya karena heterogennya masyarakat yang mengurus IMB.

2. Wawancara

Wawancara yang diterapkan adalah wawancara bebas terpimpin.
Wawancara bebas terpimpin adalah merupakan kombinast antara wawancara
bebas dan terpimpin. Pada wawaneara jems ini, membuat pokok-pokok
masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung
mengikuti  situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang
diwawancarai apabila ia menyimpang. Pedoman wawancara berfungsi sebagai
pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau
diwawancarai dalam kegiatan tradisi. transformasi menuju modernisasi
merupakan sumber data utama. Sumber data utama tersebut dapat diperolch
melalui catatan tertuis atau melalui perekaman video/audio, pengambilan foto
/ gambar langsung dilapangan kepada masyarakat sebagai subyek dan pegawai

Dinas terkait sclaku pelayan masyarakat.

3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan data sekunder yang sudah

tertulis. Dokumen resmi. dapat diperoleh di instansi terkait seperti di arsip
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kebijakan pemerintah dalam penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa.  Sumber
tertulis berupa buku, termasuk jurnal juga karya ilmiah lainnya yang sangat
berharga sebagai referensi bagi pengembangan penulisan ini. Dan sumber-
sumber tersebut, penulis memperoleh pula informasi seputar implementasi
kebijakan pemerintah dalam penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa.

E. Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan sejak awal penulis melaksanakan penelitian
hingga akhir penelitian (pengumpulan data). Pelaksana analisis adalah penulis
yang sejak awal terjun ke lapangan berinteraksi dengan latar dan subyck
{orang) dalam rangka pengumpulan data.

Analisis dilakukan mempergunakan tiga alur kegiatan secara
bersamaan  yaitu:  reduksi  data, penyajian data, serta penarikan
kesimpulan/verifikasi (Miles and Huberman, 1992},

Aktivitas dalam analists data dilakukan dengan cara berikut:

1. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus
penelitian, yakni kebijakan publik. Untuk kemudian data yang diperoleh
dan hasil obscrvasi, wawancara dan dokumentasi langsung ditulis dengan
rapi dalam Jog book, yang kemudian hasil catatan log book terschut
dipilah-pilah sesuai dengan ftokus penelitian yang relevan untuk
dimasukkan dalam hasil penclitian.

2. Penyajian data. Data yang bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan
informasi secara menyeluruh, maka dilakukan display data dalam bentuk
tabel guna memberikan pemahaman dari setiap suh pokok bahasan
tentang IMB.

3. Pengambilan keputusan dan verifikasi. Dari data yang diperoleh, penulis

menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Dalam bentuk
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temuan teori dan implikasi temuan serta temuan berdasarkan epistemologi
selama pengumpulan data hingga penulisan. Awalnya kesimpulan kabur
tetapi lama kelamaan jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan
mendukung, juga sudah menemukan implikasi teori yang relevan maka
pengambilan keputusan dengan mudah dapat dilakukan, dari hasil verifikasi
pertama, kemudian berkembang dan meningkat menjadi lebih rinci dan
hasil epistemologi, yang kemudian mengakar dengan kuat. Jika ditemukan
data yang tidak sesuai, dengan teori yang diterapkan, maka diadakan
penyesuaian dengan teori yang dianggap cocok, maka data yang ada
tersebut diadakan perbaikan atau perubahan guna penarikan kesimpulan
lebih baik.

Tiga hal utama di atas, reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat
sebelum, sclama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk saling
berkesinambungan untuk membangun pemahaman secara umum dalam
sebuah —analisis data™. Penulis mau tidak mau harus memiliki kesiapan
pemahaman dan memiliki pengetahuan bergerak di antara tiga kumparan,
sclama pengumpulan data. sclanjutnya bergerak bolak-balik di antara
kepiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa
waktu penelitiannya. Dalam pandangan model interaktif seperti ini,
pengumpulan data tersebut merupakan proses siklus dan interaktif, yang

selalu bergerak, berputar dun kembati pada tujuan semula.
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal |
(1)  Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Mamasa. terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sckretarisyang membawahi :
(1) Subag Umum dan Kepegawaian
{2) Subag Program dan Pelaporan
{3) Subag Keuanpan
¢. Bidang Pcrencanaan dan Pengembangan lklim Penanaman Modal, yang
membawahi :
(1) Seksi Perencanaan Pecnanaman Modal
{2) Sekst Penpembangan lklim Penanaman Modal
(3} Seksi Pemberdayaan Usaba Daerah
d. Bidang Promosi dan Penanaman Modal
(1} Seksi Penpembangan Promosi Penanaman Modal
(2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
{3) Seksi sarana dan Prasarana Penanaman Modal
¢. Bidang Pengendalian Pclaksanaan Penanaman Modal dan Sistem
Intormasi, yang membawahi :
(1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
(2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

(3) Seksi Pengolahan Data dan Informast
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f.  Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan. yang
membawabhi :
(1) Seksi Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Kesra
(2) Seksi Pelayanan Perizinan Industri, Pangan dan Koperast
(3) Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan,
Pemerintahan,Lingkungan dan Non Perizinan.
g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, vang
memhawahi :
(1) Scksi Pengaduan dan Informasi Layanan
(2) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
{3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Layanan
h. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pelayanan
(1) Scksi Pengkajian, Regulasi dan Dokumentasi
(2) Seksi Pengembangan Sistem Pelayanan
(3) Seksi Hubungan antar Lembaga
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Umnit Pelaksana Teknis Dinas
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu
Satu Pintutercantum dalam Lampiran VIl vang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
BIDANG PENYLLENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2
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(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Penzinan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan.

(2) Dalam mclaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan pelayanan
perizinan dan non perizinan,

b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di
bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

¢. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/intansi lain di
bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

¢. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Penyelengparaan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan di bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. Menyclenggarakan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan;

¢. Menyusun konsep kebijukan. pedoman dan petunjuk teknis

penyclenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan:
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d. melaksanakan pclayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan
pendelegasian wewenang dari Bupati:

e. melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan
dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memberi akses
yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik;

f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama dibidang pelayanan
perizinan dan non perizinan,

g. melaksanakan koordinasi dengan unil kerja terkait dan 1im Tekms
dalam penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan;

h. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non periZinan;

. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelcnpggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan;

j.  Memeriksa, memaraf danfatau menandatangani naskah dinas di
penyelenggaraan pelayanan perizinan:

k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain
di bidang penyclenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan:

. Menyusun laporan pelaksanaan tupas di bidang penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan.

Seksi Pelayanan Perizinan Usaba. Kesehatan Dan Kesra

Pasal 3
(1) Seksi Pelayanan Perizinan Usaha, Keschatan dan Kesra dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan berlanggung jawab kepada
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Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai
tugas pokok pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan
perizinan usaha, keschatan dan kesra.

(2} Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Seksi Pelayanan

Perizinan Usaha, Kesehatan dan Kesra melaksanakan fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
pelayanan perizinan Usaha, Kesehatan dan Kesra:

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan perizinan usaha,
Keschatan dan Kcsra;

¢. Pelaksanaan program dan kegiatan scksi pembinaan pelaksanaan
penanaman modal; pelayanan perizinan usaha, Kesehatan dan Kesra;

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program
dan kegiatan seksi pelayanan perizinan usaha, Kesehatan dan Kesra;

¢. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Scksi Pelayanan Pcnizinan Usaha, Kesehatan dan

Kesra sebagai berikut ;

a. Menyusun rencana kerja , program dan kegiatan seksi pelayanan
perizinan usaha, kesehatan dan kesra  sebagai pedoman pelaksanaan
tugas:

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha,
ckonomi dan kesra:

¢. Pengumpulan bahan dan penyusunan kcbijakan teknis penyelenggaraan

pelayanan perizinan usaha, kesehatan dan kesra;
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d. Meluksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan
pclayanan perizinan usaha. keschatan dan kesra;

¢. Melaksanakan pelayanan administrasi perizinan usaha, keschatan dan
kesra;

f.  Melaksanakan koordinasi dengan pihak SKPD terkait dan Tim Teknis
terkait dengan penerbitan perizinan usaha, kesehatan dan kesra;

g. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan pcerizinan usaha, ekonomi dan kesra;

h. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitast penyelenggaraan pelayanan
perizinan usaha, kesehatan dan kesra;

i. Menyusun laporan hasil pclaksanaan tugas seksi pengolahan data dan
informasi  penanaman modal  sebagal bahan pcertanggungjawaban
kepada atasan dan atau bahan evaluasi;

J.  Melaksanakan tugas kcdinasan lain sehubungan dengan tugas tugas

penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha, ekonomi dan kesra;

Seksi Pelayanan Perizinan Industri. Pangan Dan Koperasi
Pasal 4

(1)  Sckst Pelayanan Perizinan Industri, Pangan dan Koperasi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertangpung jawab kepada
Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai
tugas pokok pelaksanaan dan pengkoordinasian penyclenggaraan pelayanan
perizinan industri pangan dan koperasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas. Kepala Seksi Pelayanan

Perizinan Industri. Pangan dan Koperasi melaksanukan fungsi :
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a. Penvusunan bahan perumusan kebijakan teknis penvelenggaraan
pelayanan perizinan Industri, Pangan dan Koperasi:

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan perizinan Industn,
Panpan dan Koperasi;

¢. Pelaksanaan program dan  kegiatan seksi Industri. Pangan dan
Koperasi;

d. Pcmbinaan, pengkoordinasian. pengendalian dan pengawasan program
dan kegiatan seksi pelayanan perizinan Industri, Pangan dan Koperasi;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Industri. Pangan dan

Koperasi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan scksi pelayanan
perizinan industri, Pangan dan Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan
tugas:

b. Pelaksanaan koordinasi penyclenggaraan pelayanan perizinan industri,
Panpan dan Koperasi;

¢. Pcngumpulan bahan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan
pelayanan industri,Pangan dan Koperasi;

d. Mclaksanakan pengkajlan perumusan pedoman penyclenggaraan
pelavanan perizinan industri, Pangan dan Koperasi:

e. Meclaksanakan pelayanan administrasi perizinan industri, Pangan dan

Kopcrasi;
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f.  Melaksanakan koordinasi dengan pihak SKPD terkait dan Tim Teknis
terkait dengan penerbitan perizinan industri, Pangan dan Koperasi;

g. Melaksanakan kerjasama  dengan pihak  terkait dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan perizinan industri, Pangan dan Koperasi;

h. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan industri, Pangan dan Koperasi:

1. Menyusun laporan basil pelaksanaan tugas seksi pengolahan data dan
informasi  pcnanaman modal scbagai bahan pertanggungjawaban
kepada atasan dan alau bahan evaluasi;

j-  Melaksanakan tugas kedinasan lain sehubungan dengan tugas

penyelenggaraan pelayanan perizinan industri, Pangan dan Koperasi.

Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan. Pemerintahan,lingkungan Dan
Non Perizinan
Pasal 5
(1) Seksi Pclavanan Perizinan Pembangunan, Pemerintahan, Lingkungan dan
Non Perizinan dipimpin olch scorany Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggunyg jawab kepada Kepala Bidang Penyclengparaan Perizinan
dan Non Perizinan. mempunya  tugas pokok pelaksanaan dan
pengkoordinasian  penyelengparaan  pelayanan  perizinan  pembanpunan,
pemerintahan dan lingkungan.
(2} Dalam melaksanakan tugas pokok tersehut diatas, Kepala Seks) Pelayanan
Pembangunan, Pemerintahan, |.ingkungan dan Non Perizinan melaksanakan

fungsi :
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a. Penyusunan bahan perumnsan kebijakan teknis penyelenggaraan
pelayanan perizinan Pembangunan, Pemerintahan,Lingkungan dan Non
Perizinan;

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan perizinan
Pembangunan, Pemerintahan, Lingkungan dan non Perizinan;

c. Pelaksanaan program dan kegiatan  seksi Pembangunan,
Pemerintahan,Lingkungan dan non perizinan;

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program
dan  keglatan  seksi  pelayanan  perizinan = Pembangunan,
Pemerintahan.l.ingkungan dan non perizinan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kcpala Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan,

Pemerintahan, Lingkungan dan Non Perizinan sebagai benkut :

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan scksi pelayvanan
perizinan pembangunan, pemerintahan.lingkungan dan non perizinan
sebagai pcdoman pelaksanaan tugas:

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan  pelayanan  perizinan
pembangunan. pemernntahan,lingkungan dan non penzinan ;

c. Pengumpulan bahan dan penyusunan kehijakan teknis penvelenggaraan
pelayanan pembangunan, pemerintahan. lingkungan dan non perizinan;

d. Melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan
pelayanan perizinan pembangunan. pemerintahan lingkungan dan non

perizinan ;
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Mclaksanakan pelayanan administrasi perizinan  pembangunan,
pemerintahan, lingkungan dan non perizinan;

i.  Melaksanakan koordinasi dengan pihak SKPD terkait dan Tim Teknis
terkait dengan penerbitan perizinan pembangunan, pemerintahan dan
lingkungan serta non perizinan;

g¢. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan perizinan pembangunan, pemerintahan dan
lingkungan serla layanan non perizinan;

h. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitast penyelenggaraan pelayanan
perizinan pembangunan, pemerintahan dan lingkungan seria layanan
non perizinan;

i.  Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan perizinan
pembangunan, pemerintahan, lingkungan dan pelayanan non perizinan
schagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan dan atau bahan
evaluasi;

j.  Melaksanakan tugas kedinasan lain sehubungan dengan tugas
penyelenggaraan pelayanan perizinan pembangunan, pemerintahan dan
lingkungan.

B. Hasil
1. Implementasi Kebijakan IMB di Kabupaten Mamasa
Dalam mendeskripsikan hasil penelitian maka penulis mengajukan 4
(empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi
penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa. Menurut Edward III bahwa kecnipat

variabel tersebut adalah : (1) Komunikasi (communication), (2) sumber dava
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(resources). (3) disposisi (disposition), (4) struktur birokrasi (heureucrutic
structure).
a. Komunikasi (communication}

Pada indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah
berupa komunikasi pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa Provinsi
Sulawesi Barat, Sebagaimana hasil wawancara dengan informan {GI) terpilih
berikut ini :

*“...sebagai seorang pemberi layanan maka kami selama ini melakukan
kegiatan layanan public berupa penerbitan IMB dengan pendekatan
komunikasi, karena kami yakin komunikasi itu mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang mcnjadi
tujuan dan sasaran, kebijakan harus ditansmisikan kepada kelompok
sasaran (masyarakat).” (wawaneara Gl, Maret 2017)

llal yang sama disampatkan oleh (M) salah seorang informan yang terpilih

berikut ini :

“..terkadang teradi resistensi bahkan miss komunikasi antara sesame
pemben layanan di bagian penerbitan IMB Kabupaten Mamasa, sehingga
bila terjadi hal demikian maka solusi yang paling tepat adalab
mengedepankan komunikasi dan mencari akar masalahnya. Hal ini
dilakukan untuk memperjelas tujuan dan sasaran.” (wawancara M, Maret
2017)

Komunikasi memberikan keberhasilan dalam implementast
kebijakan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa
yang menjadi tujuan dan sasaran, kebijakan harus ditansmistkan kepada
kelompok sasaran (Target Group) sehingga akan incngurangi distorsi
implementast. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau
bahkan tidak diketahui sama sckali oleh kelompok sasaran, maka

kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Hal ini sama

disampaikan oleh informan terpilih (DS) berikut ini :
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“...untuk mengurangi distorsi implementasi maka kami sering melakukan
komunikasi dan diskusi mengena tujuan dan sasaran vang ingin dicapai
dalam implementasi kebijakan penerbitan IMB sehingga dengan demikian
tujuan dan sasaran kebijakan menjadi jelas dan untuk mengurangi resiko
terjadinya resistensi dengan kelompok sasaran dalam hal in1 masyarakat.”
(wawancara DS, Maret 2017)

b. Sumber daya (resources)

Pada indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah
berupa penguatan sumber daya pada pcnerhitan IMB Kabupaten Mamasa
Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan (R)
terpilih berikut ini :

“.terkadanp kami merasakan keterlambatan dalam proses implementasi
dilapangan hal ini terjadi akibat kekurangan sumber daya sehingga ke
depan diusahakan penambahan sumber daya agar pekerjaan lebih efektif
dan efisien.” (wawancara R, Maret 2017)

Hal yang sama disampaikan oleh (AB) salah seorang informan yang
terpitih berikut ini :

*..jadi setelah komunikasi berupa isi pesan dari implementasi kebijakan
penerbitan IMB sudah disampaikan kepada masyarakat. maka kadangkala
vang kami rasakan lagi kekuranpan sumber daya manusia sehingga hal ini
harus scgera ditindaklanjuti oleh pimpinan dalam rangka efcktifitas
pekenuan.” (wawancara AB. Maret 2017)

Sumber daya tersebut dapat herwujud sumber daya manusia, yakni
kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah
taktor penting untuk implementasi hebijakan agar efektif. tanpa sumber daya
kcbijakan akan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. Hal ini
sama disampaikan oleh informan terpilih (DT) berikut ini :

*..dalam mewujudkan kebijakan yang efekiif,, Maka sumber daya
manusia menjadi solusi untuk dapat berkompentensi sesame implementor,

selain 1tu sumber daya financial juga menentukkan keberhasitan kebijakan
pencrbitan IMB di Kabupaten Mamasa.” {(wawancara 1Y1. Maret 2017)
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c. Disposisi (disposition)

Pada indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah
berupa diposisi yang dilakukan pada pencrbitan IMB Kabupaten Mamasa
Provinsi Sulawes: Barat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan
(SH) terpilih berikut ini :

“..Apabila implementor memiliki desposisi yang baik maka dia dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan olch
pembuat kebijakan, maka proscs implementasi kebijakan akan menjadi
efektif.” (wawancara SH, Maret 2017)

Hal yang sama disampaikan oleh (PT) salah scorang informan yang
terpilih berikut ini :

“..jadi desposisi itu wajib dimiliki oleh seorang implementor dilapangan.
Karcna mereka akan memiliki watak dan karakteristik yang mumpunt
sehagai scorang implementor. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam
komitmen, kejujuran, sifat demokratis dalam implementasi kebijakan
penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa.™ (wawancara PT, Maret 2017)

Apabila implementor memiliki desposisi yang baik maka dia dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh
pembuat kebijukan. maka proses implementasi kebijakan akan menjadi
cfcktif, scbaliknya apabila implementor memiliki disposis yang kurang baik
maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efisien dan
Implementasi kebijakan ingin berhasil sccara efektif dan efisien. maka para
pelaksana tidak hanya mengetahui apa vang harus dilakukan. dan tidak hanya
mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu. tetapi juga harus
mempunyai kemauan untuk melaksanakan kehijakan tersebut. 1lal ini sama
disampaikan olch intorman terpilih (ML) bertkut ini :

-...dalam mewujudkan kebijakan ingin berhasil secara ctekul dan cfisten,

MUKL Pard Ppeldksand UUaK many i MeHPetdiul apd yang naras aiakukan,
dan tidak hanva mempunvai kemampuan untuk melakukan kchiiakan itu.
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tetapi juga harus mempunyai kemauan uniuk meclaksanakan kebijakan
tersebut.” (wawancara MI., Maret 2017)

d. Struktur birokrasi (beureucratic structure)

Pada indikator 1ni maka implementasi kebijukan pemerintah daerah
berupa penguatan struktur birokrasi yang dilakukan pada penerbitan IMB
Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Scbagaimana hasil wawancara
dengan informan (L)} terpilih berikut ini :

“.kami yang bertugas menginiplementasikan kebijakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Olehnya ttu,
salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah
adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau
SOP) SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.™
{wawancara L., Maret 2017)

Hal yang sama disampaikan oleh (AM) salah seorang informan yang
terpilih berikut ini :

*...jadi kamm sadar bahwa SOP menjadi pedoman bagi setiap implcmentor
dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-fape yakmi prosedur
birokrasi yang rumit, ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi
tidak fleksibel dalam penerapan implementasi kebijakan penerbitan IMB
d1 Kabupaten Mamasa.” (wawancara AM. Maret 2017)

Apabila implementor memiliki struktur birokrasi yang baik maka dia
dapat menjalankan kebijakan dengan baik sepcrti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan, maka proses yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang  signifikan terhadap implementasi
kebijakan. salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi
adalah adanya proscdur opcrasi yang standar {(standard operating procedures
atau SOP) SOP menjadi pedoman bagi sctiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung meclemahkan

pengawasan dan menimbulkan red-tape yokni prosedur birokrasi yang
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rumit.ini pada gilirannya menyebabkan akitifitas organisasi tidak fleksibel.
Hal ini sama disampaikan olch informan terpilih (S) berikut ini :
“...dalam mewujudkan kebijakan ingin berhasil sccara efektif dan efisien.
maka para pelaksana tidak hanya mengetshui apa yang hars dilakukan.
tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mengetahui SOP yang menjadi
pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak dan mewujudkan

implementasi penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa.” (wawancara S,
Maret 2017)

2. Bentuk kebijakan pemecrintah daerah dalam pelayanan penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamasa
Pada hastl penelitian ini penulis menggunakan tahapan dan bentuk
kebijakan dalam pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMDB)
berdasarkan (Dunn, 2G00:21) yang menjabarkan 1abapan kebijakan sebagai
berikut : a) Tahap penyusunan agenda, b) Tahap formulasi kebijakan, dan ¢)
Tahap implementasi kebijakan.
a. Tahap Penyusunan Agenda
Pada tahapan ini penulis mewawancarat hcbherapa informan terpilih
dalam penelitan ini sebagaimana terlihat pada indikator ini maka
implementas: kebijakan pemerintah daerah berupa penyusunan agenda yang
dilakukan pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
Sehagaimana hasil wawancara dengan informan (AN) terpilih berikut ini :
*...bentuk kebijakan pemerintah dalam implemeniasinya adalah menurut
dasar hukum menerbitkan IMB kepada masyarakat dalam hal int Undang-
undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-undang no.
26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan PP no. 36 tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan dan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung.” (wawancara AN, Maret 2017)

Hal yang sama disampaikan oleh (TW) salah seorang informan yang

terpilih berikut ini :
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“...penyusunan agenda pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan

tentang IMB berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku selama imi

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.” (wawancara TW, Maret 2017)

Tahapan penyusunan agenda dalam penerbitan IMB adalah perwujudan
dari aturan dan regulasi yang berlaku selama im sehingga dalam menjalankan
kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan,
maka proses yang bertugas mengimplementasikan kcbijakan memiliki
pengaruh yang signifikan tcrhadap implementasi kebijakan. Hal ini sama
disampaikan oleh informan terpilih (A) berikut ini :

...dalam mewujudkan kebijakan ingin berhasil sccara efektif dan efisien,

maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan,

tctapi juga mempunyai kemampuan untuk mengetahui SOP yang menjadi

pcdoman bagi setiap implementor dalam bertindak dan mewujudkan

implementasi penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa,” (wawancara A,

Maret 2017)

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahapan imi penulis mewawancarai beberapa informan terpilih dalam
penelitan ini sebagaimana terlihat pada indikator ini maka implementasi
kebnakan pemerintah daerah berupa formulasi kebijakan yang dilakukan pada
penerbitan IMB Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawest Barat. Sebagaimana
hasil wawancara dengan informan (BL) terpilih berikut in :

=...formulasi kebijakan yang dibentuk pemerintah daerah selama ini dalam

membuat dan membentuk kebijakan pemerintah melalui proses SOP dan

regulasi.” (wawancara BL, Maret 2017)

Fal yanp sama disampaikan oleh (Z) salah seorang informan yang terpilih

berikut ini :

“...tormulasi kebijakan itu dibentuk berdasarkan kcbutuhan dan regulasi

serta SOP penyusunan agenda pemerintah daerah dalam mengeluarkan
kebijakan tentang IMB berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku
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selama i sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.” (wawancara Z,
Maret 2017)

Tahapan {ormulasi kebijakan dalam penerbitan IMB adalah susunan atau
bentuk yang akan diterapkan dalam mengeluarkan dan menerbitkan IMB,
seliingga perwujudan dari aturan dan regulasi yang berlaku sclama ini
schingga dalam menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di
inginkan olch pembuat kebijakan, maka proses yanp bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Hal ini sama disampaikan oleh informan tcrpilih
(GT) berikut int :

“..sudah dikaji sebelumnya bahwa proses pengurusan IMB yang

melibatkan banyak stakeholder untuk menentukkan formulasi yang eocok

berdasarkan aturan yang berlaku.” (wawancara G'I', Maret 2017)

¢. Tahap implementasi kebijakan
Pada tahapan ini penulis mewawancarai beberapa informan terpilih
dalam penelitan 1ni sebagaimana terlihat pada indikator in1 maka
implementasi kebijakan pemerintah dacrah berupa implemcentast kebijakan
yang dilakukan pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi
Barat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan (AC) terpilih benkut
ni:
“...bentuk kebijakan pemcrintah dalam implementasinya adalah sebelum
memulai mendirikan bangunan, scbaiknya memiliki kepastian hukum atas
kelayakan, kenyamanan, dan keamanan sesual dengan fungsinya. IMB
tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga
dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menamhah. mengubah, atau
memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan.™ (wawancara
AC. Maret 2017)

Hal yang sama disampaikan oleh (L) salah seorang informan yang terpilih

berikut ini :
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“.tuuan dipcrlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban,
keselarasan, kenvamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendin
terhadap penghuninya maupun lingkunan sekitamya. Dalam pengurusan
IMB diperlukan pengetahuan akan peraturan-peraturannya sehingga dalam
mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan tersebut sudah
didapatkan sebclum pembuatan gambar kerja arsitektur. IMB  sendiri
dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (kelurahan hingpa
kabupaten). Sehingga setiap daerah memiliki perbedaan kebijakan dalam
mengeluarkan IMB.” (wawancara L, Maret 2017)

Selanjutnya dalam  implementasi mengenai  biaya  untuk
kepengurusan IMB, maka kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum
tersendin berapa biaya yang akan keluar untuk mengurus surat IMB. Biaya
IMB bisa di rumuskan sebagai mana disampaikan oleh informan terpilih (IT)
berikut ini :

“.besamya tanf dasar bervariasi tergantung klasifikast fokasi yang
ditentukan. Kemudian ditambah dengan biaya lain-lain vaitu, biaya
pembuatan gambar situasi skala 1: 500 ; 1:1000 sebesar Rp.10.000/IMB,
biaya pemecahan IMB sebesar Rp.15.000/IMB, biaya pengesahan
salinan/foto copy IMB Rp.15.000/IMB, biaya pembuatan keterangan IMB
mengenai suatu bangunan sebesar Rp.25.000/IMB, balik nama IMB
ditentukan sebesar 20%  dar1 besarnya jumlah retribusi IMB yang
berlaku.” (wawancara IT, Maret 2017)
C. Pembahasan
Selanjutnya dalam pembahasan penelitian ini, penulis mendeskripsikan
dan menganalisis hasil penelitian sebagai berikut :
1. Implementasi Penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa
Dalam mendeskripsikan hasil penclitian maka penulis mengajukan 4
(empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi
penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa. Menurut Edward 11l bahwa keempat
variabel 1ersebut adalah : (1) Komunikasi (communication), (2) sumber daya

(resources). (3) disposisi (disposition), (4) struktur birokrasi (heureucratic

siructure).
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a. Komunikasi (communication)

Pada indikator ini maka implementasi kcbijakan pemerintah dacrah
berupa komunikasi pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa Provinsi
Sulawesi Barat. Sebagai pemberi layanan maka kami selama ini melakukan
kegiatan layanan public berupa penerbitan IMB dengan pendckatan
komunikasi, karena kami yakin komunikasi itu mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan
dan sasaran, kebijakan harus ditansmisikan kcpada kelompok sasaran
{masyarakat). Seringkali tegadi resistensi bahkan miss komunikasi antara
sesama pemberi layanan di bagian penerbitan IMB Kabupaten Mamasa,
sehingga bila terjadi hal demikian maka solusi yang paling tcpat adalah
mengedepankan komunikasi dan mencari akar masalahnya. Hal ini dilakukan
untuk memperjelas tujuan dan sasaran.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab
dalam pencapaian tujuan kcbijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kehijakan
dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.
Konsistenst atau kescragaman dart ukuran dasar dan tujuan perlu
dikomunikasikan schingga implementors mcngcetahui sccara tepat ukuran
maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu
proses yang amat komplcks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya
untuk kepentingan tertentu. atau menyebarluaskannya.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan

bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah
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mercka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus
diterima oleh semua personcl dan harus mengerti sccara jelas dan akurat
mengenal maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan
telah melihat ketidak jclasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak
mengertl apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan
bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan
tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi
kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi
kebijakan

Komunikasi memberikan keberhasilan dalam implementasi kebijakan
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi
tujuan dan sasaran, kebijakan harus ditansmisikan kcpada kelompok sasaran
(Target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila
tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui
sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kcmungkinan akan terjadi
rcsistensi dan kelompok sasaran. Dalam mengurangi distorsi implementasi
maka kami sering melakukan komunikasi dan diskusi mengenai tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan penerbitan IMB
schingga dengan demikian tujuan dan sasaran kebijakan menjadi jelas dan
untuk mengurangi restko terjadinya resistensi dengan kelompok sasaran
dalam hal ini masyarakat.

b. Sumber daya (resources)
Pada indikator ini maka implementasi kcbijakan pemenintah daerah

berupa penguatan sumber daya pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa
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Provinsi Sulawesi Barat. Kejadian mengenai keterlambatan dalam proscs
implementasi dilapangan hal ini terjadi akibat kckurangan sumber daya
sehingga ke depan divsahakan penambahan sumber daya agar pekerjaan lebih
efektif dan efisien. Jadi setelah komunikasi berupa isi pesan dari
implementasi  kebijakan pencrbitan IMB  sudah disampaikan kepada
masyarakat, maka kadangkala yang kami rasakan lagi kekurangan sumber
daya manusia sehingga hal ini harus segera ditindak lanjuti oleh pimpinan
dalam rangka efektifitas pekerjaan.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan Konsisten implementasi
program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya
dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah siaf,
keahlian dari para pelaksana, informasi yang rclevan dan cukup untuk
mengimplementasikan  kebijukan dan pemenuhan sumber-sumber terkait
dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa
program dapat diarahkan kepada schagaimana yamg diharapkan, serta adanya
fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan
program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan)
berakibat tidak dapat dilaksanakannya program sccara sempurna karena
mercka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf
pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan
skill/lkemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu

adanya manajemen SDM yuup baik agar dapat mceningkatkan kinerja
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program. Ketidak mampuan pelaksana program ini disebabkan karena
kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mercka dimana
dalam melaksanakan program int membutuhkan kemampuan yang khusus,.
paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi  pelaksanaan
kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana
cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui
tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung
kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan
dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperiukan para
pelaksana dilapangan. Kckurangan informasi/pengetahuan bagaimana
melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung scperi pelaksana
tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di temnpat kea sehingga
menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan
organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk
menentukan  bagaimana program  dilakukan, kewenangan  untuk
membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf,
maupun pengadaan SUpPEervisor.
Fasilitas yang diperiukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus
terpenuhi seperti kantor, peralatan, scrta dana yang mencukupi. Tanpa
fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni

peuting untuk implementasi kebijakan agar efektil, tanpa sumber daya
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kebijakan akan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. Dalam
mewujudkan kebyjakan yang efektif. Maka sumber daya manusia menjadi
solusi untuk dapat berkompentenst sesame implementor, selain itu sumber
daya financial juga menentukkan keberhasilan kebijakan  penerbitan IMB di

Kabupaten Mamasa.

¢. Disposisi (disposition)

Pada indikator ini maka implementasi kebijakan pemerintah daerah
berupa diposisi yang dilakukan pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa
Provinsi Sulawesi Barat. Apabila implementor memiliki desposisi yang baik
maka dia dapat menjalankan kebijakan dcngan baik seperli apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan. maka proses implementasi kebijakan
akan memnjadi cfcktif. Proses desposisi itu wajib dimiliki oleh seorang
implementor dilapangan. Karena mercka akan memiliki watak dan
karaktenstik yang mumpuni sebagai seorang implementor. Hal terscbut dapat
diwujudkan dalam komitmen. kejujuran. sifat demokratis dalam implementasi
kebijakan penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi
kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-
bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang
hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijukan maka
proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ;

penerimaan alau penolakan, dan iniensitas dari respon terscbut. Para
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pelaksana mungkin  memahami maksud dan sasaran program namun
scringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat
karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secam
sembunyi mengalihkan dan menghindarn implementasi program. Disamping
itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapa)
sasaran . Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan
program dapat mencapat tujuan secara cfcktif dan efisien. Wujud dari
dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas
program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung
program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin
dan karaktenstik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana vang
cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mercka
mendukung dan bekerja sccara total dalam meiaksanakan kebijakan/program.

Apabila implementor memiliki desposisi yang baik maka dia dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh
pembuat kebijjakan. maka proses implementast kebijakan akan menjad
cfektif, sebaliknya apabila implementor memiliki disposis yang kurang baik
maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak cfisicn dan
implementasi kebijakan ingin berhasil secara cfektif dan efisien, maka para
pelaksana tidak hanya mengetahu apa yang harus dilakukan, dan tidak hanya
mempunyal kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, telapt juga harus
mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan terscbut. Dalam
mewujudkan kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para

pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, dan tidak hanya
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mempunyal kemampuan untek mclakukan kebijakan itu. tetapi juga harus
mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan terscbut.
d. Struktur birokrasi (beureucratic structure)

Pada indikator i1 maka implementasi kebijukan pemenntah daerah
berupa penguatan struktur birokrasi yang dilakukan pada penerbitan TMB
Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Biasanya pegawai yang
bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Olehnya itu, salah satu dari aspek struktur
yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang
standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman
bagi setiap implementor dalam bertindak. Kehadiran SOP memjadi pedoman
bapi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu
panjang akan ceuderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape
yakm prosedur birokrasi yang rumit, ini pada gilirannya menyebabkan
aktfitas organisasi tidak flcksibel dalam penerapan implementasi kebijakan
penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa.

Mcmbahas badan peiaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari
struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakienstik, norma-norma, dan
pola-pola hubungan yang ierjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif
yang mempunyal hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang
mercka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Hom dan Van Meter
menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap swvatu

orpanisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran stat suatu badan;
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2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan
proses-proscs dalam badan pelaksana;

3. Sumbcr-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota
legisiatif dan eksekutif);

4. Vitalitas suatu organisasi;

5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal
maupun vertikal secara behas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi
dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau
pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kcbijakan dan para
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal
apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan
dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan
kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi
hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi
individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Apabila implementor memiliki struktur birokrasi yang baik maka dia
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan olch
pembuat kebijakan, maka proses yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengarub yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya
prosedur operasi yang standar (standurd operating procedures atau SOP) SOP

menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi
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yang terlalu panjang akan cenderung mcelemahkan pengawasan  dan
menimbulkan red-tape yakni prosedur birokrasi yang rumit.ini pada gilirannya
menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel. Palam mewujudkan
kebijakan ingin berbasil secara efektif dan efisien, maka para pclaksana tidak
hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga mempunyai
kemampuan untuk mengetahui SOP yang menjadi pedoman bagi setiap
implementor dalam bertindak dan mewujudkan implementasi pcnerbitan IMB

di Kabupaten Mamasa.

2. Bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan pencrbitan IMB

di Kabupatecn Mamasa

Pada hasil penelitian ini penulis menggunakan tabapan dan bentuk
kebijakan dalam pelayanan penerbitan [zin Mendirikan Bangunan (IMB)
berdasarkan (Dunn, 2000:21) yang menjabarkan tahapan kebijakan sebagai
berikut : a) Tahap penyusunan agenda, b) Tahap formulasi kebijakan, dan ¢)
Tahap implementasi kebijakan.

a. Tahap Penyvusunan Agenda

Pada tahapan ini penulis mewawancarai bcberapa informan terpilih
dalam penelitan ini sebagaimana terlihat pada indikator ini maka implementasi
kebijakan pemerintah daerah berupa penyusunan agenda yang dilakukan pada
penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Bentuk
kebijakan pemerintah dalam implementasinya adatah menurut dasar hukum
menerbitkan IMB kepada masyarakat dalam hal im1 Undang-undang no. 28
tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-undang no. 26 tahun 2007

tentang Penataan Ruang, dan PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43204.pf

Pelaksanaan dan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang DBangunan
Gedung. Penyusunan agenda pemerintah daerah dalam mengeluarkan
kebijakan tentang IMB berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku selama
ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kecbijakan
perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah
mana saja yang akan dijadikan prionitas untuk dibahas. Masalah-masalah yang
terkait dengan kebijakan akan dikumpuikan sebanyak mungkin untuk diseleksi.

Pada tahap ini beberapa masalah dimasukkan dalam agenda untuk
dipilih. Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai fokus pembahasan. masalah
yang mungkin ditunda pembahasannya, atau mungkin tidak disentuh sama
sekali. Masing-masing masalah yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam
agenda memiliki argumentasi masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat dalam
tahap penyusunan agenda harus secara jcli melibat masalah-masalah mana saja
yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan masalah kebijakan. Sebingga
pemilihan dapat menemukan masalah kebijakan yang tepat.

Tahapan penyusunan agenda dalam penerbitan IMB adalah perwujudan
dari aturan dan regulasi yang berlaku selama ini sehingga dalam menjalankan
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan,
maka proses vyang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam
mewujudkan kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien. maka para
pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, ictapi juga

mempunyai kemampuan untuk mengetahui SOP yang menjadi pedoman bagi
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scliap implementor dalam bertindak dan mewujudkan implementasi penerbitan
IMB di Kabupaten Mamasa.
b. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahapan im penulis mewawancarai beberapa informan terpilih
dalam penelitan ini sebagaimana terlihat pada indikator ini maka
implementasi kebijakan pemerintah daerah berupa formulasi kebijakan yang
dilukukan pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
[Formulasi kebijakan yang dibentuk pemerintah dacrah selama ini dalam
membuat dan membentuk kebijakan pemeriniah melalut proses SOP dan
rcgulasi. Formulasi kebijakan itu dibentuk berdasarkan kebutuhan dan
regulasi serta SOP penyusunan agenda pemerintah daerah dalam
mengeluarkan kebijakan tentang IMB berdasarkan aturan dan regulasi yang
berlaku selama ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian
dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan. Dari
berbagai masalah yang ada tersebut ditentukan masalah mana yang
merupakan masalah vang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan.
Tahapan formulasi kebijakan dalam penerbitan IMB adalah susunan atau
bentuk yang akan diterapkan dalam mengeluarkan dan menerbitkan IMB,
schingga perwujudan dari aturan dan regulasi yang berlaku sclama ini
schingga dalam menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Sudah dikaji sebelumnya bahwa proses pengurusan
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IMB yang melibatkan banyak stakeholder untuk menentukkan formulasi yang
cocok berdasarkan aturan yang berlaku.
¢. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahapan ini penulis mewawancarai hcherapa informan terpilih
dalam penelitan ini sebagaimana terlihat pada indikator ini maka
implementasi kebijakan pemerintah daerah berupa implementasi kebijakan
yang dilakukan pada penerbitan IMB Kabupaten Mamasa Provinst Sulawesi
Barat. Bentuk kebijakan pemcrintah dalam implementasinya adalah scbelum
memulal mendinkan bangunan, sebaiknya memiliki kepastian hukum atas
kelayakan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan fungsinya. IMB tidak
hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapt juga
dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau
memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. Tujuan
diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertihan, keselarasan,
kenyamanan, dan keamanan dar bangunan itu sendiri terhadap penghuninya
maupun lingkunan sekitammya. Dalam pengurusan IMB  diperlukan
pengetahuan akan peraturan-peraturannya sehingga dalam mengajukan IMB,
infonnasi mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum pemhuatan
gambar kerja arsitekiur. IMB sendin dikeluarkan olch pemerintah daerah
setempat (kelurahan hingga kabupaten). Sehingga setiap daerah memiliki
pcrbedaan kebijakan dalam mengeluarkan IMB.

Ada tahap inilah altenatif pemecahan yang telah disepakati terschut
kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkal

menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan
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secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini discbabkan berbagai
faktor yang senng mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang
telah melewati tahap-tahap pcmilihan masalah tidak serta merta berhasil
dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam
implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi
penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin

Namun dalam prakteknya. masih banyak ditemukan pungutan liar
dari petugas daerah. Dengan berbagai alasan petugas daerah memungut biaya
di luar kewajiban pendiri bangunan atau merekayasa sebuah cerita agar
pendiri bangunan bisa memberikan uang kepada petugas dacrah. Pungutan
har itu pun bukan untuk kepentingan pemerintah daerah sctempat melainkan
hanya untuk keperluan pribadi pejabat pemerintah daerah sendiri.

Selain syarat dan biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah,
sebclum mendirikan bangunan hcendaknya pejabat  pemcrintah  juga
memeriksa lapangan atau dacrah yang hendak didirikan bangunan tersebut.
Skema tahapan pengajuan pembuatan IMB bisa dilihat sebagai berikut. skema
tahapan pengurusan IMB : Secara prinsip, bila dokumen lengkap, 5 - 7 hari
kemudian akan diterbitkan IP. Dengan [P kita sudah bisa mulai membangun
sambil mcnunggu IMB yang keluar 20-30 han kemudian. Selama
pembangunan, petugas dacrah akan mclakukan kontrol berkala dan evaluasi
di lapangan. IMB memiliki masa berlaku 1 tahun. Apabila dalam 1 tahun
pembangunan belum selesai, maka harus mengajukan permohonan
perpanjangan IMB. Bila tahun berikutnya masih belum selesai, maka harus

mcngajukan permohonan pembuatan IMB baru. Setelah bangunan selesai,
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masih ada surat vang diperlukan vaitu IPB (ljin Penggunaan Bangunan). [PB
memiliki masa berlaku 10 tahun untuk rumah tinggal dan 5 tahun untuk
bangunan non hunian. Bila masa IPB habis, maka pemilik harus mengajukan
PKMB (Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan). Dalam proses
tersebut petugas akan memeriksa kelayakan hangunan tersebut. terutama dari
segi struktur dan konstruksinya.

Seperti yang telah dijelaskan pada skema pembuatan IMB di atas,
maka pejabat daerah hendaknya mclakukan pengawasan lapangan dan
evaluasi berkala terhadap daerah yang akan didirikan sebuah bangunan
tersebut. Apakah daerah tersebut layak didinkan sebuah bangunan? Apabila
daerah terschut layak didirnikan sebuah bangunan maka pendirian bangunan
bisa dijalankan tetapi jika daerah tersebut tidak layak untuk didinkan sebuah
bangunan maka surat IMB pun tidak bisa keluar dan pendirian bangunan
trdak bisa dijalankan.

Namun, pada kenyataannya banyak petugas daerah yang bisa
mengeluarkan surat IMB dengan mudah tanpa perlu memenksa lapangan
terlebih dahulu dan memikirkan dampak yang akan terjadi bila pembangunan
tetap dijalankan. Misalnya di dacrah Mamasa ada sebuah took yang dibangun
di tepi sungai yang scharusnya pembangunan tersebut tidak  bisa
dilaksanakan, tetapi pemerntah daerah Mamasa dengan mudah bisa
mangeluarkan surat IMB tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dimasa
mendatang apabila pembangunan apariemen tetap dilanjutkan. Pemerintah

daerah terkadang tidak bisa menjalankan peraturan dacrah vang telah
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ditetapkan sehingga bisa menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat
dan lingkungan sekitar.

Analisis kebijakan merupakan penclitian sosial terapan yang secara
sistemnatis disusun dalam rangka mengetabui substansi dari kebijakan agar
dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang
dijawab oleb kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai
akibat dart penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis
kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan
akibat-akibat suatu kebijakan.

Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari
kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi
mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-
masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari
analisis kebijakan.

Sudarwan Danim menyatakan bahwa proses penelitian kebijakan pada
hakikatnya merupakan penelitian vyang dimaksudkan guna melahirkan
rekomendast untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecshan masalah
sosial. Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mendukung kebijakan.
Sudarwan Danim secara jelas menyatakan hasil yang ingin dicapai dari
penelitian  kebijakan yaitu menghasilkan rekomendasi yang mungkin
diperlukan pembuat kebijakan dalam rangka pemberan solusi terhadap
masalah-masalah sosial. Selain itu, penelitian kebijakan perlu dipahami

sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan itu sendin.
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Rekomendasi yang dihasilkan dari proses penelitian kebijakan dapat
berupa dukungan penuh terhadap kebijakan, kritik dan saran mengenai bagian
mana dan kebijakan yang perlu diperbaiki. atau dapat juga berupa
rekomendasi agar kcbijakan tidak lagi ditcrapkan. Karakieristik dari
penelitian kebijakan secara terperinci dijelaskan oleh Allen D. Putt dan I
Fred Springer. Mereka menyatakan bahwa penelitian kebijakan dicirikan
sebagai penelitian yang terfokus pada manusia, plural, multi-perspektif.
sistematis, berhubungan dengan keputusan, dan kreatif.

Penelitian mengenat kebijakan berkaitan erat dengan manusia dan
permasalahannya. Hasil yang ingin dicapai dari penelitian kebijakan yaitu
mengenal informasi vang diformulasikan dalam bentuk rekomendasi dalam
rangka pemecahan masalah yang terkait dengan kebijakan. Karakteristik
plural dari penelitian kebijakan berasal dari hubungan penelitian dengan
manusia. Penelitian kebijakan tidak dapat dipisahkan dan konflik nilai dan
kepentingan terdapat dart interaksi manusia. Karakteristik yang plural
meniscayakan adanya pendekatan penelitian vang juga plural, dalam arti
multi-perspektif. Informast yang diformulasikan dalam bentuk rekomendasi
scbagai hasil yang ingin dicapar olch pcnclitian kebijakan mengharuskan
adanya pendekatan yang menyeluruh sehingga informasi yang dihasilkan juga
dapat berupa rekomendasi yang sesuai dengan kondisi yang ada.

Sebagai sebuah penelitian, penelitian kebijakan harus secara
sistematis disusun berdasarkan prosedur penelitian sebagai upaya untuk
memperoleh informasi terkait dengan kebijakan. Penelitian kebijakan selalu

terkait dengan keputusan. Keputusan yang dihasilkan berasal dan
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rekomendasy yang disampaikan. Keputusan dapat berupa keputusan untuk
tctap melanjutkan kebijakan, keputusan untuk memperbaiki kebijakan atau
keputusan untuk menghapus atau tidak melanjutkan kebijakan.

Informasi yang berkaitan dengan kebijakan berupa masalah kebijakan,
masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan.
Analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai
dalam pemecahan masalah manusia, yaitu: definisi, prediksi, preskripsi,
deskripsi dan evaluasi. Masing-masing dari informasi kebijakan berkaitan
dengan prosedur kebijakan.

Analisis kebtjakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk.
Menurut Dunn terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu: analisis
kebijakan prospektif analisis kebijakan prospekif adalah analisis kebijakan
yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan
sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model
prediktif. analisis kebijakan retrospektif analisis kebijakan retrospektif adalah
analisis kebijakan vang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah
suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai
model evaluatif. analisis kebijakan integrative analisis kebijakan integrauf
adalah bentuk perpaduan antara analisis kcbiakan prospektif dan analisis
kebijakan retrospektif. Bentuk analisis kebijakan prospektif memilik:
kclemahan karena hanya berkutat pada analisis kebijakan yang mengarahkan
perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Pun
dengan bentuk analisis kebijakan retrospektif yang hanya memfokuskan

kajiannya pada konsekuensi kebijakan setelah kebijakan diterapkan. Maka
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analisis kebijakan seharusnya menggunakan hentuk kebijakan integratif, yaitu
dengan memadukan antara analisis kcbijakan prospektif’ dan  analisis
kebijakan retrospektif.

Dengan memfokuskan kajian pada ketiga hal diatas, proscs analisis
kebijakan akan berusaha mendefinisikan secara jelas permasalahan yang akan
menjadi fokus kajian untuk ditanggulangi oleh kebijakan. Setelah masalah
vang menjadi fokus kajian analisis kchijakan ditentukan, analisis kebijakan
bertugas menentukan kebijakan vyang sesuai dengan masalah schingga
masalah dapat dipecahkan dengan baik.

Kebijakan yang telab ditetapkan dan ditmplementasikan tentu
menghasilkan konsekuensi dalam bentuk akibat-akibat. Akibat yang
ditimbulkan dapat berupa akibat positif dan atau akibat negatif. Untuk itulah,
analisis kebijakan mengupayakan upaya prediktif dengan meramalkan akibat
yang dapat ditimbulkan sebelum kebijakan diimplementasikan dan atau
sesudah kebijakan diimplementasikan,

Dengan demikian. analisis kebijakan selalu berkaitan dengan hal-hal
scbelum dan sesudah kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan. Analisis
kebijakan berusaha membcrikan dcfinisi yang jelas mengenai kedudukan
suatu masalah kebijakan, prediksi yang berkaitan dengan kebijakan,
rekomendasi atau preskripsi yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan,
deskripsi atau pemantauan terhadap kebijakan, dan cvaluasi mengenai
kechijakan. Semuanya berjalan sebagai proses yang runtut dan sistematis
dalam rangka mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi

masalah.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian
guna mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Analisis
Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Pelayanan Penerbitan IMB di
Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan

indikator/parameter, maka dapat disimpulkan sebagai bertkut :

1. Implementasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten
Mamasa menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut adalah : (a)
Komunikasi (communication). adalah proses penyampaian suatu
pernyataan  seseorang ke orang lain, komunikasi berlangsung apabila
terjadi kesamaan makna dalam pcsan yang diterima oleh komunikan.
Komunikasi memberikan keberhasilan dalam implementasi kebijakan
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi
tujuan dan sasaran yang harus dicapai. (b) sumbecr dava (resources),
adalah suatu nilai potensi yang dimiliki manusia, yakni kompetensi
implementor dan sumber daya finansial yang ada, tanpa sumbcr daya
kebijakan akan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. (c)
disposisi (disposition), kemampuan mempengaruhi dan kemungkinan
mendasar  bagt jenis-jenis kegiatan. apabila implementor memiliki
disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik
sepertt apa yang di inginkan olch pembuat kebijakan. (d) strukiur

birokrasi (heureucratic structure) adalah kekuatan utama dan struktur
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scderhana ini terlctak pada kesederhanaanva. Cepat, fleksibel, tidak mahal
untuk dikelola, dan akuntabilitasnya jelas.

2. Namun demikian bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan
penerbitan Izin Mcndirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamasa,
hampir seluruhnya tidak dilaksanakan berdasarkan atas variabel diatas.
Pelayanan penerbitan IMB di jabarkan relatif tidak memperlihatkan
dimenst rangiblec yang mengartikan bahwa tidak cukupnya sarana dan
prasarana atau pasilitas yang harus tersedia. empathy mengartikan bahwa
kurang tepaknya sifat tegas dan  penuh perhatian. Responsivines
kurangmya kemampuan yang memadai yang bisa tanggap dalam sctiap
permasalahn masyarakat. Rebliability kurangnya kemampuan vang dapat
dipercaya. Assurance tidak adanya jaminan penyelesaian dalam setiap
pelaksanaan pelayanan.

B. SARAN
Berdasarkan hasil pendapat, data dan kesimpulan di atas, maka untuk
bermanfaatnya penulisan ini. maka penulis merckomendasikan beherapa hal
dalam rangka mcngoptimalkan implementasi kebijakan daerah dalam
pelayanan penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawcsi Barat
sebagai berikut:

1. Perlunya ketcerlibatan semnua unsur (stakeholder) terutama pegawai yang

terlibat langsung dalam pelayanan penerbitan IMB dengan berkclanjutan

dan sistematis dengan menggunakan prinsip-prnsip pelayanan.
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2. Mengoptimalkan kinerja pegawai untuk mengawal kebijakan pemcrnintah
untuk mengurangi resiko dan pembenahan regulasi tentang lzin

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamasa.
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TRANSKRIP WAWANCARA

“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAYANAN PENERBITAN IMB DI KABUPATEN MAMASA”

OLEH :
SAMSU MARLIN
NIM : 500654948

Implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan komunikasi

1. Pertanyaan : Pendckatan apa yang saundara lakukan sebagai pemberi layanan sclama

2.

ini?
Jawaban GI

**...sebagai seorang pcmberi layanan maka kami selama ini melakukan kegiatan
layanan public berupa penerbitan IMB dengan pendekatan komunikasi, karena
kami yakin komunikasi itt mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang
harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran, kebijakan harus
ditansmisikan kepada kelompok sasaran (masyarakat).”

Penanyaan : Apa yang menyebabkan terjadinya miss komunikasi sesama
pemben layanan selama ini ?
Jawaban M :

“...terkadang terjadi resistensi bahkan miss komunikasi antara sesame pemben
layanan di bagian penerbitan IMB Kabupaten Mamasa, sehingga bila terjadi hal
demikian maka solusi yang paling tepat adalah mengedepankan komunikasi dan
mencari akar masalahnya. Hal imi dilakukan untuk memperjelas tujuan dan
sasaran.”

3. Pertanyaan : Apa tujuan dan sasaran sehingga saudara katakan komunikasi i1tu

sangat penting ?
Jawaban DS :

“..untuk mengurangi distorsi implementasi maka kami sering meclakukan
komunikasi dan diskusi mengenai fujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam
implementasi kebijakan penerbitan IMB schingga dengan demikian tujuan dan
sasaran kebijakan menjadi jelas dan untuk mengurangi resiko terjadinya
resistensi dengan kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat.”
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Implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan sumberdaya
1. Pertanyaan : Apa yang menyebabkan seringnya terjadi keterlambatan dalam
pelayanan ?
Jawabhan R :
“..lerkadang kami merasakan keterlambatan dalam proses implemcntasi
dilapangan hal i terjadi akibat kekurangan sumber daya sehingga ke depan
diusahakan penambahan sumber daya agar pekerjaan lebih cfekiif dan efisien.”

2. Pertanyaan : Apakah kebijakan mengenai izin sudah disampaikan kepada
masyarakat? '
Jabawan AB :
“..jadi setelah komunikasi berupa isi pesan dari implementasi kebijakan
pencrbitan IMB sudah disampaikan kepada masyarakat, maka kadangkala yang
kami rasakan lagi kekurangan sumber daya manusia sehingga hal ini harus
segera ditindak lanjuti oleh pimpinan dalam rangka efektifitas pekerjaan.”

3. Pertanyaan : Cara apakah yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan
yang efektif 7
Jawabhun DT :
“_..dalam mewujudkan kebijakan vang efektif,, Maka sumber daya manusia
menjadi solusi untnk dapat berkompentensi sesama implementor, selain itu
sumber daya financial juga menentukkan keberhasilan kebijakan penerbitan
IMB di Kabupaten Mamasa.”
-

Implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan disposisi
1. Pertanyaan : Apakah disposisi berpengaruh terhadap efektinya kebijakan,?
Jawaban SH:
“...Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi efektif.”

2. Pertanyaan : Apa penting disposisi itu..?
Jabwaban PT :
~...jadi desposisi itu wajib dimiliki oleh seorang implementor dilapangan.
Karena mereka akan memiliki watak dan karakteristik yang mumpuni sebagai
scorang implementor. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam komitmen.
kejujuran, sifat demokratis dalam implementasi kebijakan penerbitan IMB di
Kabupaten Mamasa.™

3. Pcrtanyaan : Apakah yang dapat mewujudkan kebijakan bisa sukses dan efektif ?
Jabawan ML ;
*...dalam mewujudkan kebijakan ingin berhasil sccara efektif dan efisien,
maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan. dan
tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi
juga harus mempunyat kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.”

Implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan struktur birokrasi
1. Penanyaan : Apakah SOP perlu dalam melaksanakan tugas keseharian 7
Jawaban L :
~_.kami yang bertugas mcengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh
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yang signilikan terhadap implementasi kebijakan. Olehnya itu, salah satu dan
aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur
operasi yang standar {standard operating procedures atan SOP) SOP menjadi
pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.”

2. Pertanyaan : Apa pentingnya SOP bagi anda sebagai penerima layanan ?
Jawaban AM :

“..Jadi kami sadar bahwa SOP menjadi pedoman bagi sectiap implementor
dalam bertindak. Struktur organisas: yang terlalu panjang akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-fape yakni prosedur birokrasi
yang rumit, ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel
dalam penerapan implementasi kebijakan penerbitan IMB di Kabupaten
Mamasa.”

3. Pertanyaan : Apakah yang harus dilakukan agar cfcktif dan efisien dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan SOP ?

Jawaban § :
“...dalum mewujudkan kebijakan agar berhasil secara efcktif dan efisien,
maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi
juga mempunyat kemampuan untuk mengetahui SOP yang menjadi pedoman
bagi setiap implementor dalam bertindak dan mewujudkan implementasi
penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa.”

Bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan penerbitan (zin Mendinkan
Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamasa

Bagaimana tahap penyusunan agenda pada penerbitan IMB
1. Pertanyaan : Apa yang menjadi dasar hukum penerbitan IMB ?
Jawaban AN :

*“...bentuk kebijakan pemerintah dalam implementasinya adalah menurut dasar
hukum menerbitkan IMB kepada masyarakat dalam hal ini tindang-undang no.
28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-undang no. 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang. dan PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan
Pclaksanaan dan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung.”

2. Pertanyaan : Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi

kebijakan harus tetap merujuk pada SOP ?

Jawaban A:
“...dalam mewujudkan kcbijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien,
maka para pelaksana tidak hanya mengelahu apa yang harus dilakukan, tetapi
juga mempunyai kemampuan untuk mengetahui SOP vang menjadi pedoman
bagi sctiap implementor dalam bertindak dan mewnjudkan implementasi
penerbitan IMB di Kabupaten Mamasa.”

Bagaimana tahap formulasi kebijakan pada penerbitan IMB

1. Pertanyaan :@ Regulasi apa yang dibuat pemerintah daerah dalam formulasi
kebijakun mengenai pelayanan IMB ?
Jawaban BL& Z :
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“...formulasi kcbhyakan yang dibentuk pemerintah daerah selama ini dalam
membuat dan membentuk kebijakan pemcerintah  melalui proses SOP dan
regulasi.” (BS})

“...formulasi kebijakan itu dibentuk berdasarkan kebutuhan dan regulasi serta
SOP penyusunan agenda pemenntah daerah dalam mengeluarkan kebijakan
tentang IMB berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku selama ini
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.”(Z)

2. Pertanyaan : Apakah proses pengurusan IMB sudah perna dikaji ¢
Jawaban GT :
“...sudah dikaji sebclumnya bahwa proses pengurusan IMB yang melibatkan
banyak stakcholder untuk menentukkan formulasi yang cocok berdasarkan
aturan yang berlaku.”

Tahap implementasi kebijakan pada penerbitan IMB
1. Pertanyaan : Apakah kebijakan pengenai izin selamna ini sudah disosialisasikan
kepada masyarakat ?
Jawaban AC:
“..bentuk kebijakan pemerintah dalam implementasinya adalah sebelum
memulai mendirtkan bangunan, sebailknya memihki kepastian hukum atas
kelayakan. kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan fungsinya. IMB tidak
hanya diperlukan untuk mendinkan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan
untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau mcmperbaiki
yang mengubah bentuk atau struktur hangunan.”

2. Pertanyaan : Apakah setiap masyarakat yang membangun perlu memiliki IMB
Jawaban L :

“...tuuan diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan,
kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya
maupun lingkunan sekitarnya. Dalam pengurusan IMB diperlukan pengetahuan
akan peraturan-peraturannya schingga dalam mengajukan IMB. informast:
mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar
kefja arsitektur. IMB sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat
(kelurahan hingga kabupaten). Schingga setiap daerah memiliki perbedaan
kebijakan dalam mengeluarkan IMB.”

3. Pertanyaan : Berapa besaran biaya yang dibayar untuk mendapatkan IMB ?
Jawaban i1 -

“...besamya tarif dasar bervariasi tergantung klasifikasi lokasi vang ditentukan.
Kemudian ditambah dengan biaya lain-lain yaitu, biaya pembuatan gambar
situasi skala 1: 500 ; 1:1000 sebesar Rp.10.000/IMB, biaya pemecahan IMB
sebesar Rp.15.000/IMB, biaya pengesahan salinan/toto copy IMB
Rp.15.000/IMB. biaya pembuatan keterangan IMB mengenai suatu bangunan
sebesar Rp.25.000/IMB, balik nama IMB ditentukan sebesar 20%  dan
besarnya jumlah retribusi IMB yang berlaku.”
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Ne | Nama Informan | Inisal Kel:::::]s L/P Jabatan

I | Gusti Trawan DS L Kadis PM PTSP

2 | Martha M p Staf Dinas PM PTSP

3 | Dian Satria Gl P Staf Pelayanan IMB

4 | Ramli R L Penerima Layanan/Masyarakat
5 | Arifin Baso AB L Penerima Layanan/Masyrakat

6 | Demmattayan DT I Staf Pelayanan izin

7 | Sri Hartini SH P Kabid Pclayanan IMB

8 { Pampang Tiboyong PT L. Penerima Layanan /Masyarakat
9 | Marla Lemba ML P Penernima l.ayanan/Masyarakat
10 | Luther L L Staf PM PTSP

11 | Anton M AM L Penerima Layanan /Masyarakat
12 | Sudirman S L Penerima 1.ayanan /Masyarakat
13 | Andi Nurmini AN P Penerima Layanan /Masyarakat
14 | Arruan A P Penerima Layanan /Masyarakat
15 | Bamba Lona/Zakaria | BL./7Z I. Staf PM PTSP

16 | Gunawan Tandi GT L Staf PM - PSP

17 | Acok Cicei AC P Penerima Layanan/masyarakat
18 | Lestari L p Pencrima_lziyanam‘masyarakat
19 | Igbal Tendean IT L. Penerima l.ayanan/masyarakat
20
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